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Implementasi suatu peraturan perundang-undangan akan memiliki dampak penyesuaian terhadap beberapa
aspek. Penyesuaian tersebut sangat berkaitan dengan boleh atau tidaknya suatu perbuatan hukum dilakukan.
Dengan berlakunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga K euangan Syariah, hal tersebut
menyebabkan Lembaga K euangan yang bersifat konvensional tidak dapat beroperasi di Aceh, dengan
demikian terdapat rencana konversi transaksi konvensional menjadi transaksi berdasarkan prinsip syariah
dalam rangka perpindahan nasabah kredit bank konvensional menjadi nasabah pembiayaan bank syariah di
Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis yang
memberikan perspektif terhadap mekanisme yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasal ahan.
Dalam penelitian ini disebutkan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia memberikan arahan kepada | katan
Notaris Aceh, bahwa pengalihan utang berdasarkan transaksi non syariah menjadi transaksi syariah tidak
dapat dilakukan dengan skema subrogasi. Pada dasarnya, subrogasi berdasarkan prinsip syariah untuk
konversi nasabah kredit bank konvensional menjadi nasabah pembiayaan bank syariah dapat dilakukan
dengan merujuk pada Fatwa DSN MUI Nomor 104/DSN-MUI/1X/2016 tentang Subrogasi Berdasarkan
Prinsip Syariah melalui mekanime Subrogasi Tanpa Kompensasi. Terkait dengan pengalihan piutang hanya
boleh dilakukan atas piutang yang sah berdasarkan syariah, pengalihan putang yang dimaksud adalah
pengalihan piutang melalui jual beli yang mana dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 104/DSN-MUI/IX/2016 hal
tersebut dilakukan dengan mekanisme Subrogasi dengan Kompensasi (<em>*iwadh</em>) dan Tanpa
Wakalah Pembelian Barang dan Subrogasi dengan Kompensas (<em>‘lwadh</em>) dan Wakalah
Pembelian Barang. Selain itu, terdapat mekanisme lain yang dapat mempengaruhi notaris dalam membuat
akta dalam rangka konversi transaksi konvensional menjadi transaksi berdasarkan prinsip syariah dalam
rangka perpindahan nasabah kredit bank konvensional menjadi nasabah pembiayaan bank syariah di Aceh
mekanisme lain dapat dilakukan dengan pengalihan utang dengan mempedomani Fatwa DSN-MUI Nomor
31/DSN-MUI/V1/2002 tentang Pengalihan Utang dan Fatwa DSN-MUI Nomor 58/DSN-MUI/V/2007
tentang Hawala Bil Ujrah.

...... The implementation of a statutory regulations will affect the adjustment for various aspects. The
adjustment will be tightly related to legal or illegal of an act of law to be performed. With the enactment of
Aceh Qanun Number 11 of 2018 concerning Sharia Financial Institutions, causing the conventional financial
ingtitution is not able to do its operation. This, there are plans to convert conventional transaction into
shariah based transactions, in order to migrate conventional bank credit customers into sharia bank financing
customersin Aceh. Thisresearch is normative juridical study with atype of descriptive analytical research
that shows perspectives of the mechanism that can be used to solve the problems. In this research, it is stated
that central committee Indonesian Notary Public Association provides directions to Indonesian Notary
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Public Association for Aceh region, that debt transfer based on non-sharia transactions to sharia transaction
can’t be implemented with a subrogation scheme. Basically, subrogation based on sharia principle for
convertion of conventional bank credit customer to sharia bank financing customer can be use according to
Fatwa DSN MUI Number 104/DSN-MUI/IX/2016 concerning Subrogation based on Sharia Principle
through Subrogation Principle without Compensation. In relation with account receivable' s diversion only
can be use upon legitimate account receivable based on sharia principle, which is account receivable’ s
diversion through sell and buying according to Fatwa DSN-MUI Number 104/DSN-MUI/IX/2016 was
doing by subrogation mechanism with Compensation (‘iwadh’) and without wakalah to buy something and
subrogation with compensation (‘iwadh) and wakalah to buy something. Beside that, there is another
mechanism that can influence notary in order to make deed for conversion the conventional transaction to be
sharia principle transaction. The other mechanism can be guided by Fatwa DSN-MUI Number 31/DSN-
MUI/V1/2002 concerning Debt Diversion and Fatwa DSN-MUI Number 58/DSN-MUI/V/2007 concerning
Hawalah bil Ujrah.



